PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menlmbang a bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata

dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun
rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dibidang

perdagangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu
mengatur tentang Pemberian Surat |jin Perdagangan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan hurufnb

Mengingat 1.

tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Surat |jin
Usaha Perdagangan.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor
1649);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3502);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 40438);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan
Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 560, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11.Keputusan Menperindag Nomor : 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman
Standart Pelayanan Minimal;

12.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
dan tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 72);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SURAT IZIN

USAHA PERDAGANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a

b.

C.
d.

Dagerah adalah kota Kupang;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Kupang;

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Kupang;

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Kupang;

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus
menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau
kompensasi;

Perusahaan adalah setigp bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia,
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;


http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.djpp.depkumham.go.id

h. Surat 1zin Usaha Perdagangan disngkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan
krgiatan usaha perdagangan;

i. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi
perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan,Alamat Kantor Perusahaan, Nama
Pemilik Penanggungjawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan,
Bidang Usaha, Jenis Barang/ Jasa, Dagangan Utama;

j. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan
induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri
atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas untuk melaksanakan sebagian tugas
dari perusahaan induknya

k. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan bertindak mewakili kantor pusat perusahaan
untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan seseuai wewenang
yang diberikan

BAB |1
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan baik perorangan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan
kegiatan usaha Perdagangan wajib memperoleh SIUP,
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a SIUPKecil;
b. SIUP Menengah;
c. SIUPBesar;

Pasal 3

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;

(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;

(3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 4
(1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah;
(2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dinas
Perindustrian dan perdagangan untuk menerbitkan SIUP Kecil, Menengah dan Besar.
Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh
wilayah Republik Indonesia.
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Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena
peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca
perusahaan wajib memperoleh SIUP dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan
Daerah ini

Pasal 7

(1) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang
bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan;

(2) Sdama masa berlaku, pemegang SIUP wajib mendaftarkan kembali setiap tahun
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang terhitung dari tanggal penerbitannya

Pasal 8

Perusahaan dan atau kegiatan usaha perdagangan yang dibebaskan dari kewajiban
memperoleh SIUP adalah Perusahaan Kecil Perorangan, Pedagang Keliling, Pedagang
Asongan, Pedagang Pinggir Jalan, atau pedagang kaki lima dibebaskan dari kewajiban
memperoleh SIUP.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib Mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan
sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar
perusahaan

Pasal 10

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan,
wajib melapor secaratertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 11
Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini kecuali modal dan kekayaan bersih
(netto) wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Daerah

Pasal 12

Prosedur dan Tata cara pelaksanaan pemberian SIUP diatur dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 13
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau

profesi seperti perdagangan jasa, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern
perizinannya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
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